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A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan nasional Indonesia berak@da pebudayaan
bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila sedenggtyndang Dasar 1945.
Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas sumbaya manusia (SDM)
Indonesia yang mampu mendukung terhadap tuntutambg@gunan nasional.
Pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkaiitas SDM dan masyarakat
Indonesia agar makin maju, sehingga berkembangatiesikap mental dan sikap
hidup masyarakat yang mampu mendorong percepatsepipembangunan di
segala aspek kehidupan bangsa, guna memperkokalatymemr dan kesatuan
bangsa demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan dalam arti luas tidak terbatas hanya satem persekolahan
saja, akan tetapi meliputi segala upaya yang mehkyariransformasi nilai dan
kemampuan yang berlangsung dalam proses interatasi iadividu dalam sistem
sosial. Nilai-nilai dan kemampuan yang ditransfosikan tersebut merupakan
kristalisasi budaya yang dianggap terbaik dan tligan bagi kelangsungan dan
peningkatan kesejahteraan individu, masyarakatgdsndan bahkan penduduk
dunia (Satori, 2000:2).

Dalam masyarakat modern, pendidikan diberi peragang sangat
dinamis. Pendidikan diarahkan untuk mengubah damgerabangkan nilai, ilmu

pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan Yemlg diukur dari nilai



tambah yang dirasakan dan didapat oleh individisyarakat atau bangsa dalam
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnyai Begara-negara yang
sedang berkembang seperti Indonesia, beban tamhyaman diberikan kepada
pendidikan adalah bahwa pendidikan masih diharapkampu mengubah atau
bahkan memberantas kebodohan, keterbelakangan, kdamskinan. Dalam
konteks ini pendidikan diharapkan dapat melakukdarvensi untuk membuka
jendela kehidupan masyarakat melalui upaya peméeklBemampuan dasar
(coping skills) yang diperlukan oleh setiap individu dalam konteks kondisi
masyarakat di mana mereka berada.
Seperti diungkapkan Makmun (2000:2) bahwa:
Dalam konteks pembangunan masyarakat, pendidikgandang sebagai
bagian atau merupakan salah satu sektor dalanmsipambangunan
kewilayahan. Dalam fungsi ini pendidikan mencak(f): upaya untuk
melaksanakan wajib belajar, (2) memenuhi tuntutalitilp dan aspirasi
masyarakat, (3) upaya membina kepribadian, (4) aipenjjuk menguasai
dan mengembangkan iptek, (5) upaya penyiapan tekegm (6) upaya
peningkatan sumber daya manusia seutuhnya, dampég)a pendidikan
untuk transformasi kebudayaan. Dalam memenuhi ftfoggsi tersebut,
upaya pembangunan pendidikan hendaknya memenutitdonakan (1)
pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikansélaguh anggota
masyarakat, (2) terwujudnya layanan dan hasil y@erghutu, (3) adanya
kesesuaian antara produk atauwtput pendidikan dengan tuntutan
masyarakat, dan (4) terjadinya pengelolaan peraidj)ang efisien, yaitu
pengelolaan pendidikan yang dapat memanfaatkan esumdya yang
terbatas untuk mencapai produktivitas yang optimal.
Permasalahan pendidikan yang mempengaruhi rendakwgiitas dan
relevansi mutu pendidikan pada saat ini, yakni rantain kondisi lembaga
pendidikan terkesan jauh dari lingkungan strategdministrasi pendidikan yang

masih rendah, kurikulum/methodologi dan pelaksareetuasi belum berfungsi

sebagaiquality control, kondisi sarana prasarana yang tidak memadai, aaggar



pendidikan yang sangat kecil, rasa memiliki dartigipasi masyarakat terhadap
institusi pendidikan masih rendah.

SDM perlu dikelola dengan manajemen yang stratégikena pendidikan
mempunyai peranan memanusiakan dan membudayakamsiaamenghasilkan
yang terbaik untuk generasi yang akan datang. mgata yang dihadapi
organisasi/institusi di bidang pendidikan pada abaderfokus pada pelayanan
kebutuhan masyarakat sebagastomer, tidak hanya pada kepuasésustomer
satisfaction), tetapi berorientasi pada nikgustomer value).

Manajemen strategik dalam bidang pendidikan menulgnteri
Pendidikan Nasional (2000: 6) pada hakekatnya nadamp suatu cara berpikir,
yang menghasilkan kebiasaan untuk melakukan pameaoadengan berorientasi
kepada perkiraan-perkiraan ke masa depan dan bykaperencanaan yang
terbelenggu oleh kebiasaan yang berjalan di maka dan sekarang saja.
Walaupun sesungguhnya seperti dikatakan Nataja@@1(210) bahwa “dalam
mengembangkan suatu perencanaan yang baik itu rtetagh diperlukan yang
diawali dengan evaluasi terhadap pelaksanaan prograsa lalu, namun tolak
ukur yang dipakai adalah orientasi perkiraan magaul’.

Sebagai konsekuensi untuk mengakomodir aspirasrapba, dan
kebutuhan, perlu dikembangkan adanya manajemetegitapendidikan dan
latihan (Diklat) yang mampu menampung dan menyalurkotensi lembaga.
Manajemen strategik Diklat ini merupakan repressrdari berbagai unsur yang

bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDW&najemen strategik



Diklat diharapkan mempunyai arah dan kebijakan yaalgan menopang
keberhasilan lembaga yang menjadi pola dasar ypgngembangan SDM.

Dalam pandangan Boseman dan Phatak (dalam Anwd&3: 204),
“Manajemen strategik berguna untuk menetapkan mi@da depan organisasi dan
mengimplementasikan keputusan yang bertujuan umgekcapai sasaran jangka
panjang dan jangka pendek suatu organisasi’. L&mfut ditegaskan bahwa
“Manajemen strategik memberikan perhatian yangriteshadap berbagai bidang
usaha yang kompleks dan rumit (Anwar, 2003: 14).”

Mengkaji masalah manajemen strategik Diklat SDMakKiderlepas dari
peran SDM pada lembaga-lembaga yang ada, yangrakrgalam berbagai
sektor kegiatan usaha atau pembangunan (Harun,: Z)02Jntuk menunjang
pembangunan nasional tersebut, beberapa stratalyidéaksanakan, antara lain
dengan pengembangan SDM yang tangguh melalui siBiglat. Permasalahan
ini sesuai dengan Keputusan Presiden pada saataitu; Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 34 tahun 1972 tentang Tanggdiawab Fungsional
Pendidikan dan Latihan pada Pasal 1 yang berbebygai berikut:

Pendidikan dan latihan diselenggarakan dengan: niErencanakan
berbagai jenis pendidikan dan latihan yang dibuanhktermasuk
perencanaan anggarannya, (2) mengatur standdegalsaga pendidikan
dan latihan meliputi isi kualitas pelajaran gunaseduaikan dengan
kebutuhan pembangunan, (3) mengatur penilaian Iganh@endidikan
dan/atau latihan; dan (4) mengatur dan mengawasipendirian suatu
lembaga pendidikan dan latihan.

Upaya yang diperlukan untuk dapat mencapai hasigyaptimal

dilakukan pengembangan SDM melalui Diklat. Kondisi sejalan dengan
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Pendidikan Nasional, pasal 29 tentang Pendidikadinésan, ayat 1 sampai
dengan ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut: (bgd#ndang Sisdiknas,
2003:15).

(a) ayat 1, pendidikan kedinasan merupakan pendidikafieq yang
diselenggarakan oleh departemen atau lembaga peaterinon
departemen; (b) ayat 2, pendidikan kedinasan bgsfumeningkatkan
kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan keghsasan bagi
pegawai dan calon pegawai negeri suatu departenem lambaga
pemerintah non departemen; (c) ayat 3, pendidikaedinksan
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dgamformal; (d) ayat
4, ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut g@n peraturan pemerintah.

Diharapkan pengembangan SDM melalui program Didatara periodik,
dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. kondi dilakukan dalam
rangka memberikan dukungan dan peningkagnformance atau kinerja
organisasi/lembaga.

Disamping itu agar tingkat kepercayaan pelangdan ealon pelanggan
terhadap lembaga dalam memberikan pelayanan terlj@ekiu dilakukan
perbaikan terus menerisontinuous improvement) dan perbaikan mut(guality
improvement) melalui pendekatariotal quality management. Selain itu agar
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peningkaételyanan maka perlu
diterapkan jaminan kualitas pelayanéguality assurance) khususnya dalam
bidang pengembangan SDM agar lebih profesionalndataenangani setiap
pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Kepemerintahan yang baik atau disefpdd governance merupakan salah
satu paradigma yang mengemuka dalam pengelolaaajemen pemerintahan
di era otonomi daerah dewasa ini. Sebagai konsekuen banyak tuntutan

masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakagelenggaraan pelayanan



publik yang baik. Hal ini padanan dengan meningjattingkat pengetahuan
masyarakat sebagai akibat pengaruh globalisdsiolkegi dan informasi.
Tuntutan masyarakat wajar dan harus direspon @emerintah dengan
melakukan perubahan-perubahan yang berorientasiadkep kepentingan
masyarakat.

Perubahan yang terjadi harus mengarah pada termyguaparatur yang
profesional. Kata kunci “profesional” merupakaaritical success factor”. Hal
ini mengandung makna bahwa SDM membawa konsekugglaim proses
perubahan manajemen pemerintahan pada saanidimiasa yang akan datang.
Demikian halnya pada lingkup Pemerintah ProvinswalaBarat, dalam
penyelenggaraan pemerintahan masih dirasakanyadembagai keterbatasan
baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk mapsikondisi semacam ini
diperlukan suatu strategi yang tepat dan dilaksamasecara konsisten, bertahap
dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dapBiempuh untuk
meningkatkan kualitas SDM aparatur dilakukan ineRiklat dengan berbagai
jenis dan jenjang sesuai kebutuhan dan dinanekgglenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.

Masalah yang kemudian timbul adalah seberapa jasiaan SDM yang
ada dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmggiahuan dan teknologi
serta tuntutan masyarakat sehingga dapat memberkepuasan kepada

masyarakat dengan memanfaatkan segala kecanggihalatpn yang ada.



Kondisi eksisting pegawai negeri sipil (PNS) padaumnya dapat
diidentifikasi sebagai berikut, yaitu: belum protegml dalam melayani dan
menangani permasalahan, terkadang sering menimbulkeasalah baru;
cenderung lamban, kaku, kegemukan sehingga prottaktirendah; bersifat
feodal, patrimonial, dan tradisional; cenderung ek tidak berstandar pada
kepuasan publik; masitverlaping dalam tugas dan fungsi karena struktur yang
kurang jelas; prosedur kerja masih berbelit-bekigksi kepemimpinan birokrasi
masih syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKBlum mengutamakan aspek
kompetensi; masih akrab dan biasa dengan penyalahgwewenang.

Permasalahan seputar Diklat pada umumnya, yaitsadegan PNS
mengikuti Diklat belum tinggi, sebagai akibat brlgignifikannya korelasi antar
Diklat dengan jenjang karier, sehingga terkadsmg mencari calon peserta
terutama untuk Diklat teknis, sebagian pemerintabrah belum menjadikan
Diklat sebagaifocus of interest dalam mendukung peningkatan  kinerja
pemerintah daerah, kegiatan Diklat masih berornpmada kegiatan proyek
belum sepenuhnya merupakan kebutuhan yang esahsidap permasalahan
yang dihadapi, sarana dan prasarana Diklat belumadai sedangkan di provinsi
masih terbatas dikaitkan dengan fasilitas PNS weJ8arat, kompetensi
widyaiswara belum memadai terutama untuk keahlargybersifat teknis, masih
terdapat kegamangan dalam urusan kewenanagan gahamgara provinsi dan
kabupaten/kota seperti terpisah padahal urusan ipagdn SDM termasuk

aparatur merupakan urusan semua level pemerintahan.



Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadatsalatu komponen
yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetdaa performansi
lembaga pemerintah. Pendidikan kedinasan secakdipdilaksanakan dalam
bentuk Diklat PNS yang bertujuan untuk meningkatkgmengabdian, mutu,
keahlian, kemampuan, dan keterampilan. PenyeleaggarDiklat PNS
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14ntd®94 menegaskan,
bahwa bagi pejabat struktural dipersyaratkan mketigDiklat Administrasi
Umum (Adum), Diklat Staf dan Pimpinan Administrasngkat Pertama (Spama),
Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Megah (Spamen), dan Diklat
Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Spa¥iemasuki era reformasi,
mendorong pemerintah memberlakukan PP Nomor 168unt&2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeiti [$igi pejabat struktural
dipersyaratkan mengikuti Diklat Kepemimpinan TingK& (Diklatpim V),
Diklat Kepemimpinan Tingkat Il (Diklatpim Ill), Ddlat Kepemimpinan Tingkat
Il (Diklatpim 1), dan Diklat Kepemimpinan Tingkat(Diklatpim ).

Menurut PP Nomor 100 Tahun 2000 jo. PP Nomor 13umah2002
ditegaskan bahwa PNS yang menduduki jabatan stalktdipersyaratkan
mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai dengan jenjgagatannya. Kebijakan
tersebut secara substansial menekankan, bahwas faigatan struktural harus
dilaksanakan oleh PNS yang memiliki kompetensi tgibadengan tingkat

pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serggpgian perilaku yang baik.



Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menekankantimmmya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam akshnakan tugas pokok dan
fungsinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Z@hun 2002
menekankan, bahwa akuntabilitas penggunaan anggaraarintah harus sesuai
dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kin&Ggalan dengan hal tersebut,
dapat dikemukakan bahwa kompetensi yang dihasitkam penyelenggaraan
Diklat dituntut untuk memiliki dampak positif texdap pengembangan kualitas
sekaligus peningkatan kinerja pejabat struktural.

Selanjutnya fenomena yang terjadi di pemerintaleaatama di daerah
adalah  kekhawatiran terdapat kalangan masyarakattente yang
mempertanyakan, apakah penyelenggaraan Diklatpinmgate dukungan
pembiayaan yang tinggi memiliki pengaruh yang digan terhadap
pengembangan kualitas dan peningkatan kinerja t@apag@emerintah? Hal
tersebut dapat diargumentasikan secara logika fortesapi belum dapat
dibuktikan secara empirik. Fenomena lain yanghlebengkhawatirkan adalah
tumbuhnya pemikiran dikalangan peserta Diklatpinmgyanemandang bahwa
orientasi sertifikat lebih penting daripada orienteompetensi.

Dalam kajian disertasi ini, Badan Diklat Daerah viftsi Jawa Barat
sampai sekarang terus berusaha mengembangkanaku&@DM-nya untuk
memenuhi tuntutan masyarakat. Apalagi dengan adaeykembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, lganioa dituntut untuk tetap
berkompetisi di segala bidang, dengan menghasikaiitas produk dan jasa

yang memiliki keunggulan.
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Berdasarkan hasil temuan di Badan Diklat DaeralviRso Jawa Barat,
bahwa terdapat indikasi beberapa permasalahan,tachaga: Kebijakan
manajemen strategik Diklatpim Il di Badan Diklaang diterapkan selama ini
masih belum optimal dalam pelaksanaannya, kapatpat/lulusan dari Diklat ini
selain ada yang berhasil, banyak juga yang tidakasd dalam meniti karir
selanjutnya. Data di Badan Kepegawaian Daerah ®Rsbvilawa Barat
menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 273) greyabat/pegawai yang
telah mengikuti Diklatpim Il tetapi belum mendudy&batan struktural eselon 3.
Hal itu kiranya yang akan dikaji dan diteliti sewamendalam, mengingat
kebijakan tentang manajemen strategik Diklatpimiémegang peranan penting
dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Oleh sehgbddlam penelitian ini
penulis akan meneliti manajemen strategik Diklatpiindi Badan Diklat Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan judul disertdgianajemen Strategik Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Il dalam Pengeénbangan Kualitas
Pejabat Struktural Eselon 3 (Suatu Studi di BadanPendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat)”.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendams karakteristik
manajemen strategik Diklatpim Ill di Badan Diklaa&ah Provinsi Jawa

Barat. Hasil telaahan ini akan dijadikan dasarorei untuk pengembangan
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model manajemen strategik selanjutnya agar lelektiéfdan efisien dalam

rangka pengembangan kualitas pejabat strukturkire8e
b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
1) Mengetahui dan menganalisis penyelenggaraaratpikn 11l yang
dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jaasat;
2) Mengungkapkan manajemen strategik penyelenggabklatpim Il
dalam pengembangan kualitas pejabat strukturabesel
3) Menemukan keunggulan dan kelemahan Diklatpinddn menghasilkan
model manajemen strategik Diklatpim Il yang kontpesif dan
kompetitif dalam rangka pengembangan kualitas bagja struktural
eselon 3.
4) Sebagai sarana peningkatan kinerja pejabat tstalkeselon 3 dalam
menyongsong era globalisasi dan informasi, sebaggdaku utama
pembangunan yang mempunyai kemampuan memanfaatkan,
mengembangkan, serta menguasai IPTEK dan tetapdedsa kendali
keimanan kepada Tuhan YME.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat meitye dua bentuk
sumbangan, yaitu sumbangan teoritis dan sumbarrgiitigon Sumbangan teoritis,
penelitian ini dapat memberikan sumbangan konskmtaam bidang SDM,
kurikulum/metodologi, sarana dan prasarana, sertanad pendukung

penyelenggaraan Diklatpim II1.
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Sumbangan praktis penelitian ini terfokus kepadmajemen strategik
sistem penyelenggaraan Diklatpim Il di Badan Dikldaerah Provinsi Jawa
Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menika@r sumbangan untuk
mengoptimalkan kualitas lulusgaoutput) yang akan menjadeedback baik bagi
Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun manfaat selanjutnya dari penelitian inhadgapkan dapat dibuat
model manajemen strategik Diklatpim Il berikutngaar lebih berkualitas, yang
mampu memberi sumbangan pikiran agar terjadi péarb&e arah yang lebih
baik bagi penyelenggaraan Diklatpim Ill. Melalui deb konseptual Diklatpim 111
yang ditawarkan, diharapkan akan dapat membugdut/lulusan Diklatpim I
lebih efektif dan efisien dalam usaha mencapaiydttdtas aparatur pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menyemmgdtan manajemen
strategik sistem penyelenggaraan Diklatpim [ll dadBn Diklat. Melalui
penelitian ini, dapat dikaji faktor-faktor yang meemgaruhi Diklatpim 1ll, baik
dari segi keunggulan maupun kelemahannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini berguna bagngkatan kualitas dan
kinerja pejabat struktural eselon 3, yang perlmitiki tujuan dan asumsi-asumsi
yang jelas dan dapat diterjemahkan secara opeghsmieh penyelenggara
Diklatpim Il dalam proses belajar mengajar (PBMIndan mempertimbangkan
lingkungan masyarakat yang semakin cepat berubalgkungan lembaga,
memperhatikan situasi dan kondisi di tempatput (lulusan) ditugaskan, dan
memperhitungkan pesaing secara sehat untuk dapaingkatkan kualitas

lembaga pemerintah.
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C. Fokus Telaahan dan Perumusan Masalah

Upaya pengembangan kualitas pejabat strukturaloesd sangat
memerlukan pengaturan yang baik, dalam hal ini jeamen yang teratur,
sehingga dapat memperoleh hasil yang baik pulaléejdengan masalah ini,
Engkoswara (1993: 7) mengemukakan bahwa:

Upaya mencapai sasaran pembangunan kualitas sushalyar manusia

memerlukan suatu pemikiran tentang kemungkinan kpafean atau

strategik. Operasional peningkatan kualitas sundlaga manusia dilihat
dari sudut kebudayaan, pekerjaan, dan pendidikan.

Kita sering melihat, mengapa sudah dididik dantitijaakan tetapi masih
belum meningkat juga kualitasnya. Hal ini diduganysbabnya antara lain
manajemen dan kurikulum/methodologi Diklatpim l8lbm digarap dengan baik
sebagaimana yang diharapkan. Kurikulum/metodologklaipim Ill, harus
dikembangkan mengikuti kebutuhan dan permintaarbdga dan masyarakat.
Dengan demikian, secara logis kurikulum berubalbiganuncul kebutuhan dan
permintaan baru dari lembaga dan masyarakat.

Semua perubahan dalam kebutuhan dan permintaan gevhspadai,
karena setiap perubahan akan membawa dampak pdmgdieaspek yang ada,
seperti SDM (penyelenggara, dan peserta), kurik(rhethodologi, sarana dan
prasarana, serta dana. Sebaliknya, jika tidak rketagperubahan sesuai dengan
permintaan, maka lembaga tersebut akan tertinggahdingkan dengan lembaga
lainnya.

Personel yang dididik dan dilatih di Badan Diklaempunyai latar

belakang pendidikan yang beraneka rag&ete(ogen). Diklat bertugas untuk

menyamakan persepsi setiap peserta dalam menafsugas-tugas di lapangan.
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Sehubungan dengan masalah itu, Supriadi (1996n8dAyatakan sebagai berikut:
“Agar pendidikan dapat memainkan perannya, ia nbedtait dengan dunia kerja,
atau dengan tuntutan dunia kerja. Hanya dengan icerpendidikan akan
mempunyai kontribusi terhadap ekonomi.”

Selanjutnya Supriadi (1996: 57) mengatakan bahwa:

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negaea d& perubahan

progresif dalam produksi menuju industri dan jasatdknologi tinggi

mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari duniaaisathadap perlunya
tenaga kerja yang terampil dan terdidik.

Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa SDM seltagaga kerja sangat
diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugasik peningkatan
kualitas organisasi dalam menunjang pertumbuhanakmya.

Berkaitan dengan masalah ini (Supriadi, 1996:8)gemukakan bahwa:

Ada kesenjangan antara keterampilan yang dibekatit@in pendidikan

konvensional dengan apa yang dibutuhkan oleh dusaha. Untuk itu,

lembaga-lembaga sekarang dipaksa untuk melatihirsé@adyawannya
melalui pendidikan prajabatan, sebelum mereka gigédkan dalam suatu
posisi.

Berdasarkan informasi di atas, dapat dirumuskanvhapermasalahan
pengembangan kualitas SDM yang sangat diperluk&urk ypeningkatan kualitas
organisasi dapat dipecahkan antara lain melaluiapkn Il sebagai sarana
pengembangan kualitas SDM. Oleh sebab itu, yangadefokus telaahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikutpdkah manajemen strategik

Diklatpim Il yang diselenggarakan oleh Badan Dikkelah sesuai dengan

kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh pemerintah ¢&é&ra
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Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitiamerumuskan

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.

Apakah program manajemen strategik Diklatpim lIhgaditawarkan sesuai
dengan visi, misi, dan strategi organisasi?

Apakah penentuan kebutuhan melalui pengembangatitasueéSDM di
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah disesuaikagate formasi organisasi
dan tuntutan tugas di lapangan untuk peningkatadugtivitas organisasi di
masa depan?

Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menigatapenyelenggaraan
Diklatpim Il dalam pengembangan kualitas pejataiktural eselon 3?

Apa kekuatan dan kelemahan dari program Diklatpiin yang sedang
diselenggarakan dalam upaya peningkatan kualitdd 8&8n bagaimana cara
penanggulangan kelemahannya?

Bagaimana cara mengadakan evaluasi terhadap pd3ttapim 11l dan
alumni Diklatpim Il (output) yang akan menjadifeedback untuk
penyelenggaraan program Diklatpim Il selanjutnya?

Bagaimanakah kemungkinan model alternatif secarséqmual manajemen
strategik Diklatpim Ill yang efektif dan efisien tuk dikembangkan di Badan
Diklat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiasebett di atas,

peneliti akan menghimpun data selengkap dan sdakumengkin melalui

penelitian di lapangan yang dilaksanakan baik melatudi dokumentasi,
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observasi, studi kepustakaan, maupun wawancara adengara sumber

(responden).

Adapun variabel-variabel dari masalah pokok pemaeliini adalah sebagai
berikut:

1. Manajemen strategik adalah ilmu dan kiat tentangirpasan, pelaksanaan,
dan evaluasi keputusan-keputusan strategik antegsiiungsi manajemen
yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujpasa depan secara
efektif dan efisien. Unsur-unsur dasar yang béaisior-faktor penting dalam
proses manajemen strategik adalah:

(1) Analisis lingkungan internal dan eksternal orgasiisa(2)

Perumusan strategik, baik visi, misi, tujuan, sasarstrategi, dan

kebijakan, (3) Pelaksanaan strategik yang mencakogram, sumber

daya dan prosedur, (4) Evaluasi dan pengendalibadap kinerja dan

hasil pelaksanaan program (Ismaun, 1999:5).

Dalam penelitian ini model manajemen strategik &tklyang
diterapkan sebagai faktor penting dalam pengemlmangalitas SDM,
sebagai suatu studi kasus.

2. Lingkungan internal dan eksternal organisasagabvariabel penting yang
diidentifikasikan, yakni struktur, budaya, dan sembaik sebagai kekuatan
maupun sebagai kelemahan yang mencerminkan praiil khpabilitasnya.

Demikian pula tantangan, masalah atau ancamanpelaang yang dihadapi

oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat.
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D. Pendekatan Masalah

Peningkatan kualitas SDM yang menjadi tujwatput dari suatu program
manajemen strategik Diklatpim Il yang akan mengkas SDM dengan kualitas
tertentu, pada gilirannya akan mempengaruhi pradtas organisasi/lembaga di
tempat nantinyaoutput (alumni) Diklatpim 1l mendarmabaktikan dirinya.
Program manajemen strategik Diklatpim Il akan dagiiatakan berhasil jika
hasil yang diperoleh akan sesuai dengan tujuan gé@atapkan dan disesuaikan
pula dengan kebutuhan di lapangan.

Jika hasil yang diperoleh dari model manajementegiita Diklatpim 11l
tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan akasat@@anya kekecewaan dari
pihak pemakai (masyarakat/konsumen) karena tegjadikesenjangan antara
supply dandemand. Persoalan kualitas SDM, sering diukur dari pihaknpkai,
dan untuk mengukur kualitas SDM ditinjau dari kéiaesilan (hasil kerja) dan
keefektifan SDM tersebut dalam melaksanakan tugasekari-hari di tempat dia
ditugaskan pascadiklat.

Evaluasi dari atasan langsung alumni dan evaluasgsung yang
dilaksanakan oleh penyelenggara Diklatpim Il dpdagan, akan menjadi
feedback (umpan balik) untuk program Diklatpim Il dan akdapat memberikan

masukan yang positif kepada penyelenggara Diklatpiimdemi perbaikan

program Diklatpim Il selanjutnya. Dengan meningkat kualitas output
Diklatpim 1ll, maka diharapkan akan meningkat ppleoduktivitas organisasi

pemerintahan.
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E. Kerangka Pikir Penelitian

Ditinjau dari sudut Administrasi Pendidikan berbagaasalah umum
pendidikan tersebut kiranya bertumpu pada masalatemahan dalam
pengelolaan atau manajemen pendidikan, baik keisesmdel manajemen yang
digunakan maupun kemampuan dalam menerapkannyaaspaaesional dan
konsisten (Ismaun, 1999: 8).

Di dalam konsep “manajemen strategik terdapat lumaur dasar yang
berkaitan satu sama lain dalam proses manajemsebtdl (Ismaun, 1999: 9),
yaitu:

(1) Analisis lingkungan, yang meliputi faktor-faktongikungan internal

dan lingkungan eksternal organisasi.

(2) Penentuan arah organisasi yang mencakup faktavrfaksi, misi,

arah, tujuan, dan sasaran organisasi.

(3) Perumusan strategi, yang meliputi faktor-faktorgoamn, sumber daya,

dan prosedur.

(4) Pelaksanaan strategi, yang meliputi faktor-faktoogpam, sumber

daya dan prosedur.

(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja orgamsaupun hasil-

hasilnya.

Dalam setiap pemecahan masalah diperlukan suaimdiea kerja proses
pemecahan masalah sebagai penuntun dalam hal ‘a@ip@amecahan masalah
dimulai dan berakhirnya dimana”. Dengan adanyargka atau langkah-langkah
pemecahan masalah yang telah dibuat sebelum peamecasalah dilaksanakan
akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan ragkenelusuran terhadap
masalah yang akan dikaji melalui tahap-tahap kagiatang telah ditetapkan
sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu, maka pela@sanpenelitian ini

menggunakan sebuah model kerangka pikir yangrieatas empat tahap

kegiatan pelaksanaan, yaitu: (1) tahap perumuseangka model konsepsional;



19

(2) tahap perumusan rencana/program peningkataelm@) tahap implementasi
peningkatan model; dan (4) tahap evaluasi programmgkatan model.

Kerangka pikir tersebut, menunjukkan bahwa: visisiyndan strategik
dalam menangani isu peningkatan kualitas SDM umhénentukanTraining
Needs Assessment suatu organisasi dalam mengantisipasi kebutuhaimgleatan
kualitas SDM dilihat dari tuntutan formasi orgamsisdan tuntutan tugas kerja di
masa depan.

Dari hasil analisis, dapat ditemukan keunggulan deglemahan
manajemen strategik Diklat yang kemudian ditangmgilekelemahannya dan
akhirnya ditawarkan model manajemen strategik Dpkta 11l yang komprehensif
dan kompetitif, dan diharapkan akan lebih efek&h defisien untuk menunjang
produktivitas lembaga. Apabila ditemui kelemaham dakurangan, melalui
analisisfeedback diadakan perbaikan untuk meningkatkan kualitadaDpkm I
selanjutnya. Proses pemecahan masalah mengenali madajemen strategik

dapat digambarkan dalam gambar 1.1. di bawah ini.
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SCAN ANALISIS ANALISIS PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN » OPERASIONAL KEBUTUHAN —> STRATEGI
DIKLATPIM 111
|
Visi dan Misi - Pengaruh/Impak Pengukuran manajer Solusi Diklat
Arahan strategi kesenjangan pada sekarang terhadap profil - Pilihan Ekstensi
Rencana bisnis fungsi manajemen kompetensi (Universitas/Konsu
Budaya organisasi Eksekutif - Kesenjangan [tan)
Kecenderungan - Eksekutif kinerja individu - Pilihan Internal
sosio ekonomi »-  Manajer Menengah » -  Penting/keseriusan > (Mendisain
Persyaratan Klien - Supervisor - Kebutuhan Diklat Kurikulum)
Peran/Tanggung - Metoda belajar - Membuat/memberi
jawab yang disukai keputusan
- Integrasi program
yang ada
v . _
Profil kesenjangan Desain profil Solusi Non Diklat
antara organisasi manajemen untuk masg - Perubahan
sekarang dan yang akad depan: 1 organisasi (struktur
datang - Pengetahuan sistem,
- Keterampilan pendelegasian)
- Sifat-sifat pribadi - Strategi rekruitmen
(penawaran
permintaan
difokuskan kepada
ahli)
- Pengembangan
peluang
(penugasan, proye
rotasi)
Gambar 1.1.

Analisis Proses Pemecahan Masalah dalam

Penyusunan Model Manajemen Strategik
Sumber : Sukmadinata, 2003

Adapun secara diagramatik model proses kerangka gekelitian dapat

disajikan pada gambar 1.2. di halaman berikut ini.
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F. Batasan Masalah

Untuk menjaga supaya tidak terjadi salah penafsieshadap variabel

yang diteliti, perlu dikemukakan definisi operasibseperti berikut ini.

1.

Strategik dalam manajemen sebuah organisasi, digdikan sebagai kiat,
cara dan taktik utama yang dirancang secara sigedwam melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujtrategik organisasi.
Manajemen strategik adalah proses atau rangkaigmtke pengambilan
keputusan yang bersifat mendasar dan menyelursbrtai penetapan cara
melaksanakannya, yang dibuat oleh ~manajemen puncd#&n
diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalamtwsuarganisasi, untuk
mencapai tujuannya. (Nawawi, 2003: 148).

Pengembangan kualitas SDM adalah suatu prosescpesan Diklat dan
pengelolaan tenaga kependidikan untuk mencapail hasig optimal.
(Notoatmodjo, 1988: 3).

Bahan ajar Diklatpim Il merupakan serangkaian miatkah Diklatpim Il
yang terdiri dan Kelompok Kajian Sikap dan Perilakiajian Manajemen
Publik, Kajian Pembangunan, Aktualisasi, dan lain-Iseperti tertuang di
dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negapublik Indonesia
Nomor 541/X11/10/6/2001 tentang Pedoman PenyeleraggaDiklatpim III.
Metode Diklatpim Il adalah cara-cara yang dilakakalalam proses
pembelajaran orang dewasendragogi) seperti ceramah, pendalaman materi,
studi kasus, diskusi dan latihan, penulisan kek&ag perorangan/kelompok,

seminar, simulasi dan lain sebagainya yang terdapatlalam Panduan
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Penyelenggaraan Diklatpim 11l Tahun 2001.

6. Pengajar/Widyaiswara Diklatpim Ill adalah pejabahdsional widyaiswara,
pejabat struktural Departemen Dalam Negeri/Penaritaerah, dan tenaga
edukasi perguruan tinggi yang memenuhi persyaratgperti tertuang di
dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan danHhaeldtiepemimpinan
Tingkat IV (Keputusan Kepala LAN Rl Nomor 541/X106/2001).

7. Peserta Diklatpim Il adalah PNS yang memenuhi yagetan administratif
dan persyaratan akademis seperti tertuang di d&amt Edaran Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 893.3/2683jtang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikaan dan Pelatihan Kepemampidi jajaran
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

8. Penyelenggara Diklatpim Il adalah Badan Diklat ia&eProvinsi Jawa Barat
yang secara operasional dilaksanakan oleh panigaygbenggara yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Diklat.

9. Proses pembelajaran adalah akrtivitas pembelajgeary mengacu pada
kompetensi jabatan sebagaimana ditetapkan dalaratuPeam Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Palatiabatan bagi PNS.

10.Kinerja pejabat struktural eselon-3 adalah hasijakpegawai yang duduk
pada jabatan struktural eselon-3 yang secara fodit@ndingkan dengan
sasaran kinerja yang mencakup kemampuan memimpin kdenampuan
teknis sebagaimana tertuang di dalam Pedoman Remggehan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan di jajaran Departemefar®aNegeri dan

Otonomi Daerah (SE Nomor 893.3/268/S)).
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G. Premis-Premis Penelitian
Penelitian ini bertolak dari beberapa premis yargnjadi dasar pijakan
dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Kunci keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidalial dengan barang-
barang tetapi dimulai dengan pembangunan SDM. Maguwa SDM yang
berkualitas merupakan fungsi asasi pendidikan gamat inti.

2. Dalam menyongsong era globalisasi dan informasiMS&bagai pelaku
utama pembangunan mempunyai kemampuan memanfaatkan,
mengembangkan, serta menguasai IPTEK dan tetapddsa oleh motivasi
serta kendali keimanan kepada Allah SWT (Makmu®6)9

3. Abad silam disebut abad mutu produk/jasa, abad mgasg akan datang
merupakan abad mutu SDM. SDM yang bermutu dan gkaitan mutu SDM
bukan lagi merupakan isu dan tema-tema retorikamiehn akan merupakan
taruhan serta ujian setiap individu, kelompok, ggkn masyarakat, dan
bahkan setiap bangsa (Sanusi, 1998).

4. Penataan administrasi pendidikan perlu diperhatidlatam meningkatkan
kualitas pendidikan (dalam hal ini sumber daya jmbkan). Administrasi
pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalabhtusulmu yang
mempelajari penataan sumber daya yaitu SDM, kuwrikuhtau sumber belajar
dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikanrseoptimal dan pencapaian

suasana yang baik bagi manusia (Engkoswara, 1987).
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. Perubahan dan peningkatan kemampuan individu dgrahgoleh strategik
Diklat, pendidikan diperhitungkan sebagai faktorngm@u keberhasilan
seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. péladidikan berupa aset
moral dalam bentuk pengetahuan dan keterampilag yiperoleh dalam
pendidikan merupakan suatu investasi, pandangardiimjau dari sudut
human capital, SDM sebagai unsur modal (Gehee & Thayer, 1961 dan
Bromley, 1991).

. Beberapa hasil efektif yang diperoleh dari modehapamen strategik Diklat
yaitu: pencapaian tujuan, peningkatan sumber deg@jasan pelanggan, dan
perbaikan proses internal (Bromley, 1991).

. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penggbraan Diklat
yaitu: SDM yang terdiri dari penyelenggara (MorpHE74; Castetter, 1976;
dan Blanchard 1993), nara sumber (Nasution, 198%8; Makmun, 1996);
peserta (Musanef, 1983; Notoatmodjo, 1992; dan tasul994), kurikulum
(Sukmadinata, 1988), sarana dan prasarana (Soetjgm Kosasi, 1994); serta
dana (Head, 1994; dan Gaffar, 1996). Penghambakefmrggaraan strategik
Diklat adalah kondisi ketenagakerjaan internal lag#b(Siagian, 1998).

. Penerapan model manajemen strategik Diklat padtan alternatif yang sesuai
dalam pengembangan kualitas SDM guna menghadai@ntzan, masalah,
dan peluang di masa yang akan datang (Harun, 2000).

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai yang itipgdu pengembangan

SDM melalui Diklat yang berkelanjutan (Ansen, 2004)
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H. Sistematika Disertasi

Sistematika disertasi ini disusun sebagai berikub Béerdiri atas Latar
Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat PenelitiankusoTelaahan dan
Perumusan Masalah, Pendekatan Masalah, Kerangk&iBBenelitian, Definisi
Operasional, Premis-Premis Penelitian, dan SistkanBisertasi.

Bab Il terdiri atas: Kajian Teori: Konsep Manajent&rategik, Pendidikan
dan Pelatihan untuk Peningkatan SDM, Analisiaining Needs dan Faktor-faktor
yang Mendukung dan Menghambat Penyelenggaraan tpiklalll, Studi
Terdahulu yang Relevan; dan Kesimpulan Tinjauarriigo

Bab Il terdiri atas Metode Penelitian yang bdasii Pendekatan
Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, TeReikgumpulan Data, Instrumen
Penelitian, Pengecekan Validitas dan ReliabilitatalPenelitian, Teknik Analisis
Data, Prosedur Penelitian serta Lokasi, Waktu dargkah-langkah Penelitian.

BAB IV yang berisikan: Hasil Penelitan dan Pemdsdn Hasil
Penelitian.

Bab V terdiri atas Simpulan, Implikasi, dan Rekohsi. Terakhir
dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan lampiran-leanpyang diperlukan untuk

menunjang kegiatan penelitian.



